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Abstract: 

Seorang anak masuk ke dalam kategori mereka yang kepada dirinya sendiri 
belum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya, hak 
anak dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh terutama orang tua dan setiap 
bagian dari masyarakat, dan melalui produk legislasi berupa Undang-
Undang Perlindungan Anak. Pada tahun 2021 yang lalu di Kota Bandung, 
seorang guru berjenis kelamin laki-laki bernama Herry Wirawan dengan 
alias Heri bin Dede ditahan oleh penyidik atas laporan kekerasan seksual 
terhadap tiga belas santriwati yang dilakukan oleh pelaku secara berulang. 
Sebagaimana ketentuan yang telah dikodifikasi berdasarkan dengan 
keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak serta hukum positif lain 
yang relevan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengesahkan 
Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dengan pidana mati, pidana 
kurungan seumur hidup, pengumuman identitas, kebiri kimia. Berdasarkan 
teori viktimologi, diidentifikasi bahwa anak-anak korban termasuk ke dalam 
Unrelated victims, yaitu korban yang secara pribadi tidak memiliki 
hubungan dengan pelaku dan Biologically weak victims karena statusnya 
yang masih berada di bawah umur. Dengan demikian, putusan tersebut 
memberikan kepastian hukum dan menjadi wujud nyata komitmen negara 
dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. Hendaknya dilakukan 
sosialiasi dan publikasi kepada masyarakat mengenai sanksi dari tindak 
pidana pemerkosaan anak serta edukasi terhadap anak untuk melatih 
kemampuan anak dalam mengenali dan mengidentifikasi bahaya kekerasan 
seksual sebagai upaya preventif dan represif untuk menekan angka 
pertumbuhan kasus pemerkosaan terhadap anak. 

Keywords: anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerkosaan anak, 
kekerasan seksual, viktimologi. 

 
Introduction 

          Pada hakikatnya, setiap individu di bawah usia delapan belas tahun secara 
definisi disebut anak.  Mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 
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Tahun 2014, sebagaimana manusia pada umumnya, tiap anak memiliki hak untuk 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat 
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan keselamatan. Sebab 
setiap anak akan tumbuh mencapai usia dewasa dan memikul kewajiban dan 
tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. 

Seorang anak sebagaimana uraian tersebut masuk ke dalam kategori mereka yang 
tidak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya, hak anak 
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh terutama orang tua dan tiap-tiap bagian 
masyarakat. Anak merupakan subjek hukum yang tidak memiliki kecakapan maupun 
kesadaran yang menyamai kapabilitas individu dewasa dalam menaungi hak konkret 
yang mereka miliki. Ketidakmampuan tersebut menjadikan anak sebagai subjek 
hukum yang rentan menjadi korban dalam tindak pidana. 

Secara etimologis, delik atau tindak pidana memiliki akar dari Bahasa Latin, yaitu 
delictum yang memiliki arti pelanggaran atau kesalahan. Pemakaian istilah delik 
pertama ditemukan pada periode Inggris Pertengahan yaitu kisaran 1150-1500 
Masehi, salah satunya dalam translasi teks yang dibuat oleh William Caxton di tahun 
1473, seseorang yang bekerja di bidang percetakan sekaligus merangkap sebagai 
pedagang dan diplomat. (Bahari, 2011) 

Delik dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi karena 
melanggar undang-undang. Adapula Prof. Dr. Mr. Moeljatno, seorang jaksa yang 
merupakan ahli Hukum Pidana  menggunakan istilah yaitu “perbuatan pidana” untuk 
mewakili kata delik. Frasa “tindak” memiliki cakupan yang lebih spesifik apabila 
dibandingkan dengan kata “Perbuatan”. Kata “Tindak” tidak merujuk kepada hal 
abstrak layaknya “Perbuatan”, melainkan hanya merujuk pada suatu situasi yang 
konkret. 

Sejalan dengan hadirnya tindak pidana, sejak awal tindak pidana terhadap anak 
telah masuk ke dalam rentetan perbuatan yang menyimpang dari moral dan 
menimbulkan adanya keresahan dalam masyarakat. Secara naluriah, setiap anggota 
masyarakat hendaknya memiliki suatu kesadaran untuk melindungi mereka yang 
belum mampu melindungi dirinya sendiri. Maka tindak pidana yang dilakukan 
terhadap anak selalu menjadi alasan yang memberatkan pemidanaan pelaku yang 
bersangkutan, terutama bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terutama dalam 
pemerkosaan. 

Pada tahun 2021 yang lalu di Kota Bandung,  seorang guru berjenis kelamin laki-
laki bernama Herry Wirawan dengan alias Heri bin Dede ditahan oleh penyidik atas 
laporan kekerasan seksual terhadap sejumlah anak perempuan. Herry Wirawan 
bekerja sebagai pendidik di suatu pesantren di Kota Bandung. Diketahui Pelaku 
melakukan kekerasan seksual terhadap korban bawah umur dalam selang waktu 
tahun 2016 hingga 2021, pada kurun waktu yang tidak dapat dipastikan. Masing-
masing merupakan santriwati dari Pesantren Tahfidz Madani. Korban mencapai 
jumlah tiga belas orang, di mana delapan diantara korban hamil hingga melahirkan 
dengan jumlah sembilan orang anak, dengan salah satu korban melahirkan hingga 
dua kali. 

Pelaku menargetkan anak perempuan di bawah umur yang tengah mengemban 
pendidikan sebagai santriwati. Pelaku melaksanakan modus operandinya dengan 
menghampiri korban yang sedang tidak awas dan melakukan interaksi fisik secara 
non-konsensual. Kemudian pelaku akan mengajak korbannya berhubungan intim 
dan menyetubuhi korban. Apabila korban menolak, pelaku tidak akan menyerah dan 
terus memberikan bujuk dan rayuan kepada korban hingga akhirnnya korban terbuai 
dan menuruti kemauan dari pelaku. Pelaku menempatkan dirinya sebagai figur ayah 
dan guru yang dapat diandalkan. Adapula, pelaku menyewa sebuah kamar hotel dan 
pada kesempatan tertentu mengajak korban ke sana. Menurut laporan, pelaku 
memiliki sebuah apartemen yang kerap digunakan sebagai lokasi pelaku untuk 
melakukan tindak kekerasan seksual terhadap sejumlah korbannya. 
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Delapan dari korban dibuat hamil hingga melahirkan anak dari hasil 
pemerkosaan tersebut. Salah satu kesaksian korban menunjukkan bahwa pelaku 
telah membujuk korban-korbannya untuk tidak menggugurkan mereka atas janji 
bahwa Pelaku akan bertanggung jawab membiayai setiap anak yang dimaksud hingga 
ke jenjang kuliah. Pelaku bahkan tidak keberatan ketika masing-masing korban 
mengenal satu sama lain. Tindakan pelaku mengakibatkan adanya kemarahan dan 
rasa kesal dari semua korbannya sehingga mereka akhirnya melaporkan Pelaku 
kepada orang tua mereka.  

Modus operandi kekerasan seksual yang dijalankan oleh Pelaku dilaksanakan 
secara sistematis hingga menimbulkan dampak serius. Perbuatan yang dilakukan 
pelaku memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kekerasan seksual, karena 
sesuai tataran tersebut, maka sesungguhnya korban tidak dengan sukarela 
menempatkan diri di dalam “sistem kekerasan” yang telah dibentuk oleh pelaku, 
melainkan diperdaya oleh manipulasi, tipu muslihat, janji, dan iming-iming yang 
mendorongnya untuk menundukkan diri dan menurut pada keinginan pelaku 
sehingga mereka terperangkap dalam situasi yang secara konstan menjadikan mereka 
korban.  

Situasi terserbut menunjukkan bahwa anak rentan memperoleh status korban 
kekerasan seksual karena ketidakmampuan yang fatal dalam mengidentifikasi 
adanya bahaya di sekitar mereka. Meskipun dengan eksistensi Undang-Undang 
Perlindungan Anak sebagai garda yuridis terdepan dalam penanggulangan kekerasan 
seksual terhadap anak, tetap terjadi kasus serupa. Fenomena tersebut kemudian 
mendorong penulis untuk melakukan  suatu penelitian dan menuangkannya dengan 
judul “Analisis Yuridis Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi Undang-Undang 
Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg sebagai 
penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap anak serta memandang posisi 
atau kedudukan anak sebagai korban dalam putusan tersebut dari lensa teori 
viktimologi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan utama yang dikaji 
dalam penelitian ini: 
1. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan anak mengatur tentang tindak pidana 

pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg? 
2. Bagaimana posisi atau kedudukan anak sebagai korban tindak pidana 

pemerkosaan dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg menurut teori 
viktimologi? 

 
Methods 

Dalam penelitian berbentuk artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian 
hukum normatif (normative law research) dengan melakukan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) serta studi pustaka. Penelitian normatif pada muasalnya 
merupakan metode yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku 
hukum yang salah satunya adalah mengkaji undang-undang. Pokok dari kajiannya 
adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 
masyarakat serta menjadi pedoman setiap orang sehingga penelitian hukum normatif 
akan bertumpu pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum 
dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, serta perbandingan 
hukum dan sejarah hukum. 

              
             Results  

1. Pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait Tindak Pidana 
Pemerkosaan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 
86/Pid.Sus/2022/PT Bdg 
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Undang-Undang merupakan hukum positif yang terbentuk melalui proses 
legislasi oleh lembaga pemegang kewenangan tersebut. Sebagaimana fungsinya 
dalam melindungi masyarakat, Undang-Undang dikodifikasi selaku instrumen 
yang menaungi hak, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya 
keadilan sosial. Sejalan dengan itu, maka pengadaan Undang-Undang 
Perlindungan Anak esensial untuk diadakan. 

Undang-Undang Perlindungan Anak secara fundamental memiliki fungsi 
sebagai penjamin atas terpenuhinya hak anak. Anak merupakan generasi yang 
nantinya akan tumbuh besar dan menjadi penerus bangsa sehingga anak dianggap 
mempunyai tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita bangsa (Nuroniyah, 2022). 

Selanjutnya terkait pemerkosaan, Djisman Samosir menyatakan bahwa 
pemerkosaan adalah perbuatan yang dengan cara kekerasan dan atau ancaman 
kekerasan menjalankan paksaan agar pihak atau wanita yang bersangkutan 
melakukan persetubuhan di luar ikatan pernikahan yang sah dengannya (Djisman, 
2016). Termasuk juga pemerkosaan tindak penetrasi di mana individu atau 
sekelompok orang memasukkan alat kelamin atau alat yang bukan alat kelamin ke 
dalam vagina atau lubang anal milik seseorang. 

Tindak pidana pemerkosaan meletakkan anak-anak dan perempuan sebagai 
target utama akibat fisik dan massa otot mereka yang lebih kecil beserta anggapan 
bahwa kaum yang dimaksud memiliki mental yang lebih lemah. Pemerkosaan 
termasuk dalam tindakan yang menyebabkan suatu kerugian yang serius terhadap 
fisik dan mental korbannya. Dipandang lebih buruk lagi apabila korban termaksud 
masih berada di bawah umur karena tindakan tersebut tentunya akan 
mempengaruhi perkembangan fisik dan psikologis anak yang masih berada dalam 
proses pertumbuhan. 

Sebagaimana ketentuan yang telah dikodifikasi berdasarkan dengan 
keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-
undangan lain yang relevan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung 
mengesahkan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg dengan pidana mati, 
pidana kurungan seumur hidup, pengumuman identitas, kebiri kimia, dengan 
selengkapnya diuraikan dalam Amar putusan sebagai berikut: 

a. Menghukum Terdakwa dengan pidana mati; 
b. Menghukum Terdakwa dengan pidana kurungan; 
c. Membebankan restitusi kepada Terdakwa dengan total Rp. 331.527.186,00 (tiga 

ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh 
enam rupiah); 

d. Menetapkan 9 (sembilan) orang anak dari para korban dan para Anak Korban 
agar diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat cq. UPT 
Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat; 

e. Merampas harta kekayaan dan atau aset Terdakwa berupa bangunan dan tanah 
serta hak-hak Terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Pondok 
Pesantren Tahfidz Madani, Boarding School Yayasan Manarul Huda, serta aset 
lainnya baik yang sudah disita maupun yang belum untuk selanjutnya dilakukan 
penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Barat. Uang tersebut nantinya dipergunakan untuk membiayai 
kelangsungan hidup dan pendidikan para Anak Korban dan bayi-bayinya 
hingga mereka dewasa atau menikah. 

f. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:989/Pid.Sus/ 
2021/PN.Bdg., tanggal 15 Pebruari 2022 tersebut untuk selebihnya; 

g. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; dan 
h. Membebankan biaya perkara Negara. 

Pidana kurungan “seumur hidup” yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat 
pertama dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagai 
penjatuhan pidana yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat umum 
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dan para korban. Sebab Terdakwa merupakan seorang pendidik yang 
memanipulasi simbol-simbol keagamaan dan pendidikan sebagai instrumen dalam 
upaya justifikasi terhadap perbuatannya dan memanipulasi korbannya untuk 
tunduk terhadap keinginannya.  

Tindakan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, menghancurkan masa depan 
para korban yang dalam hal ini mengalami trauma/ gangguan psikologis dan 
tindakannya merampas hak-hak para korban sebagai anak untuk bermain dan 
menjalani pendidikan, terbebas dari ancaman dan berpotensi mengalami 
perundungan karena statusnya sebagai korban pemerkosaan. 

Adapula tindakan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan para korban  
yang masih berada di bawah umur, beresiko meningkatkan komplikasi medis, 
karsinoma atau kanker serviks, resiko penyakit menular seksual,  inveksi HIV 
(Human Immunodeficiency Virus), yang seluruhnya meningkatkan kontribusi 
terhadap naiknya angka morbilitas dan mortalitas;Tindakan Terdakwa juga telah 
menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam masyarakat. 

Mengacu kepada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, terdapat sejumlah 
pasal dalam Undang-Undang perlindungan anak yang relevan dan diterapkan 
kodifikasinya secara sah dalam Putusan tersebut. Oleh penelitian ini pasal-pasal 
tersebut telah ditelaah sebelum diuraikan sebagai berikut: 

 
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

1) Kerahasiaan identitas anak korban (Pasal 17 Ayat (2)); dan 
2) Larangan kekerasan seksual terhadap anak (Pasal 69 Ayat (2)); 

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
1) Larangan tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan sebagai wujud 

pemaksaan persetubuhan terhadap anak (Pasal 76D) 
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

1) Pidana kurungan paling singkat lima tahun, paling lama lima belas tahun 
dengan denda paling banyak lima miliar rupiah untuk pelaku tindak 
kekerasan seksual (Pasal 81 Ayat (1)); 

2) Berlakunya pidana yang sama untuk pelaku tindak kekerasan yang 
melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengan dirinya atau orang lain (Pasal 81 Ayat (2)); 

3) Tambahan pidana sebanyak sepertiga dari pidana yang ditentukan apabila 
pelaku merupakan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, orang 
tua, wali, pendidik, tenaga kependidikan, pengasuh anak, aparat 
penanganan perlindungan anak, atau pelaku yang berjumlah lebih dari satu 
orang secara bersama-sama. (Pasal 81 Ayat (3)); 

4) Tambahan pidana sebanyak sepertiga dari pidana yang ditentukan apabila 
pelaku memiliki riwayat melakukan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 
81 Ayat (4)); 

5) Pidana kurungan paling singkat sepuluh tahun dan paling lama dua puluh 
tahun, kurungan seumur hidup, atau pidana mati untuk pelaku yang 
menimbulkan korban lebih dari satu orang, menimbulkan gangguan jiwa, 
luka berat, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi alat 
reproduksi, dan/atau hilangnya nyawa korban (Pasal 81 Ayat (5)); 

6) Opsi untuk diadakannya tambahan pidana berupa pengumuman identitas 
pelaku sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim (Pasal 81 Ayat (6)); dan 

7) Tambahan pidana berupa tindak kebiri kimia dan pemasangan alat 
pendeteksi elektronik apabila pelaku memiliki riwayat tindak pidana 
kekerasan seksual dan menimbulkan gangguan jiwa, luka berat, penyakit 
menular, terganggu atau hilangnya fungsi alat reproduksi, dan/atau 
hilangnya nyawa korban (Pasal 81 Ayat (7)). 

Penerapan pidana mati dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sud/2022/PT Bdg 
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merupakan realisasi yang logis sebagai wujud represif dari tindakan yang dilakukan 
oleh pelaku. Sebagai sanksi pidana tertinggi, pidana mati hanya boleh diterapkan 
dalam upaya penanggulangan kejahatan paling serius (the most serious crime), 
artinya konsekuensi yang hadir sebagai dampak dari kejahatan pelaku muncul 
secara sengaja, mencela Hak Asasi Manusia, menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat.  

Status korban yang masih berada di bawah umur apabila digarisbawahi, 
meletakkan implikasi yang kuat bahwa tindakan Herry Wirawan, Terdakwa dalam 
kasus terkait telah menodai hak fundamental korban sebagai anak-anak. Sebab 
pemerkosaan merupakan tindakan yang keji, menimbulkan trauma psikologis, 
resiko penularan penyakit, komplikasi medis, dan keresahan dalam masyarakat. 

Selanjutnya, penjatuhan amar putusan didasarkan secara gamblang terhadap 
Pasal 81 Ayat (5) hingga Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
sebagaimana asas nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege (asas legalitas), 
yang mana Majelis Hakim merujuk pada seperangkat ketentuan yang telah 
dikodifikasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), serta perubahan-perubahan yang relevan. Dengan 
demikian Putusan 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, serta memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat. 

 
2. Kedudukan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

Dalam Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg Berdasarkan Teori 
Viktimologi 

Istilah victimology atau viktimologi berdasarkan etimologi berasal dari kata 
latin “victima”  yang memiliki arti korban dan “logos”, yaitu suatu ilmu. Maka dari 
itu, secara terminologi, viktimologi ialah studi atau ilmu yang mempelajari secara 
menyeluruh mengenai korban, mengkaji asal penyebab, faktor, hingga ke akibat 
yang timbul dari suatu fenomena yang menghasilkan korban.(Yulia, 2021;43). 
Viktimologi atau disebut pula sebagai teori korban merupakan cabang ilmu dari 
kriminologi yang berfokus pada korban dengan tujuan mengidentifikasi faktor 
resiko dalam peran korban yang menjadikannya rentan terdampak kejahatan. 

Secara yuridis, korban ialah orang yang menderita fisik, mental, dan/atau 
mengalami suatu kerugian ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana. 
Mempertimbangkan rumusan tersebut, selanjutnya dapat dimaknai secara 
linguistik bahwa definisi tersebut yang mencakup ke dalam klasifikasi korban ialah 
yang memenuhi seluruh syarat berikut: 

a. Setiap orang; 
b. Menderita fisik, mental, dan/atau; 
c. Mengalami kerugian ekonomi; dan 
d. Merupakan akibat dari tindak pidana. 

Apabila ditinjau dari gambaran besarnya, yang dapat diklarifikasikan sebagai 
korban merupakan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak 
oleh kejahatan, baik itu penderitaan, gangguan, maupun kerugian emosional dan 
materiil. Oleh karena itu termasuk pula orang yang kehilangan orang tua, anak, 
sanak saudara dan yang lainnya sebagai korban. Sementara itu, sesuai dengan 
pemaparan yang telah disampaikan, korban dapat dibagi berdasarkan derajat 
kesalahannya. Artinya, korban tidak selalu bersih sepenuhnya dari kesalahan. 
Pembagian tersebut menurut Mendelsohn antara lain: (Trisnawati & Kurniawan, 
2023) 

a. Korban sama sekali tidak bersalah; 
b. Korban terkena viktimisasi karena kelalaiannya; 
c. Korban sama saja salahnya dengan pelaku; 
d. Korban lebih bersalah dari pelaku; dan 
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e. Korban merupakan satu-satunya yang bersalah (dalam kasus ini, pelaku 
akan dibebaskan). 

Korban bisa saja memainkan peranan yang fungsional dalam timbulnya suatu 
tindak pidana, dengan mempertimbangkan sadar atau tidaknya korban dan secara 
langsung maupun tidak langsung. Peran yang dimaksud merupakan sikap dan 
keadaan diri suatu individu maupun kelompok yang berpotensi menjadi calon 
korban atau kondisi yang dapat memprovokasi dilakukannya suatu tindak 
kejahatan. Termasuk pula korban memiliki tujuh bentuk yaitu: (Waluyo, 2022) 

a. Unrelated victims, ialah korban yang tidak memiliki hubungan dengan 
pelaku dan dipilih semata karena merupakan korban potensial; 

b. Provocative victims, merupakan korban yang turut berperan aktif dalam 
memprovokasi terjadinya kejahatan; 

c. Participating victims, yaitu korban yang tanpa sadar memiliki peran 
dalam terjadinya suatu kejahatan; 

d. Biologically weak victims, ialah korban yang dipilih atas dasar kondisi 
fisik yang antara lain termasuk pula anak-anak, wanita, dan kaum lanjut 
usia; 

e. Socially weak victims adalah korban yang tidak atau kurang mendapat 
perhatian oleh masyarakat yang bersangkutan; 

f. Self victimizing victims adalah korban atas kejahatan yang dilakukannya 
sendiri sendiri (korban semu); dan 

g. Political victims adalah korban yang timbul karena adanya praktik 
tindakan yang menyerang suatu kelompok masyarakat tertentu dengan 
maksud penganiayaan, diskriminasi, atau sebagai sanksi sosial. 

Von Hentig, melalui teori viktimologi positif mengemukakan adanya 
karakteristik tertentu pada anak yang menjadikan anak lebih rentan terhadap 
viktimisasi. Salah satunya adalah usia muda  dan  ketergantungan  pada  pelaku. 
Anak-anak  berada  dalam  posisi  yang  sulit  untuk membela dirikarena tergolong 
usia muda dan sering kali tidak memiliki kontrol atas situasi yangmereka hadapi. 
(Trisnawati & Kurniawan, 2023) Sebagaimana uraian di atas, anak ialah subjek 
hukum yang belum memiliki kesadaran penuh atas hak dan kewajiban yang 
melekat padanya. Oleh karenanya, tidak semua anak memiliki kemampuan untuk 
mengidentifikasi adanya bahaya atau niat jahat dari orang lain. 

Maka dari itu anak diajarkan untuk mengandalkan orang dewasa yang berada 
di sekitarnya. Yang dimaksud orang dewasa pada hal ini termasuk pada keluarga, 
sanak saudara, lembaga kependidikan, pendidik, serta seluruh anggota masyarakat. 
Dengan pertimbangan tersebut, diperoleh hipotesa bahwa anak akan cenderung 
meletakkan kepercayaannya secara buta di hadapan orang yang telah mengalami 
familiarisasi dengannya, yakni orang-orang yang berada di sekitar anak dalam 
menjalani kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, kepercayaan tersebut 
menempatkan anak dalam posisi yang rentan di hadapan orang-orang dekatnya 
ketimbang terhadap orang asing.  

Rasa awas yang lemah dan ketidakmampuan anak tersebut merupakan alasan 
terbesar timbulnya keterlibatan anak dalam suatu tindak pidana pemerkosaan 
sebagai korban. Dasar pemahamannya adalah bahwa anak berada dalam situasi 
yang berbeda dengan orang dewasa. Anak tidak mampu untuk bertindak atau 
mengambil tindakan yang tepat disebabkan oleh keterbatasan dalam tingkat 
berpikir, kondisi emosional, serta keadaan fisik anak yang masih tergolong lemah, 
khususnya pada saat terjadinya maupun pascar terjadinya kekerasan seksual.  

Dilansir dari Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, seorang pendidik 
bernama Herry Wirawan, dalam kurun setidaknya tahun 2016 hingga pada tahun 
2021 melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap korban yang 
berusia di bawah umur atau memaksa korban melakukan persetubuhan 
dengannya. Korban mencapai tiga belas orang banyaknya, yang mana Majelis 
Hakim menyebut setiap korbannya dengan akronim “Anak Korban” dengan 
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dilanjutkan oleh nomor identifikasi “Ke-1”, “Ke-2”, dan seterusnya. Dalam 
menganalisa putusan tersebut berdasarkan teori viktimologi, rincian kronologi 
diuraikan sebagai berikut: 

a. Anak Korban Ke-1 
Berawal pada tahun 2016, Terdakwa melecehkan Anak Korban Ke-1 

yang sedang tertidur. Setelahnya pada tahun 2017, Terdakwa mengajak Anak 
Korban Ke-1 pergi ke sebuah Hotel di Kota Bandung, dimana Terdakwa 
menyatakan keinginannya untuk berhubungan intim dengan Anak Korban 
Ke-1. Pada tahun 2019, bertempat di Pesantren Tahfidz Madani Cibiru, Kota 
Bandung, Terdakwa mengulangi aksinya, kali ini dengan mengeluarkan 
cairan sperma ke dalam alat kelamin korban. Pada sekitar bulan Juni, tahun 
2020, Terdakwa menghubungi Anak Korban Ke-12 melalui SMS (Short 
Message Service). Terdakwa menyuruh Anak Korban Ke-1 dan seorang anak 
lainnya pergi ke Pesantren di Cibiru, Kota Bandung dan memperkosa korban. 
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Ke-1 hamil dan 
melahirkan pada tanggal 07 Januari 2021. 

b. Anak Korban Ke-2 
Pada Desember 2017 sampai dengan awal tahun 2021 Terdakwa 

melakukan bujuk rayu agar Anak Korban Ke-2 mau berhubungan intim 
layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan alasan bahwa istrinya jarang 
mau berhubungan badan dan karena mertua Terdakwa tidak mengizinkan 
Terdakwa dan istrinya memiliki lebih dari 2 (dua) orang anak. Terdakwa 
berjanji untuk membiayai perkuliahan Anak Korban Ke-2 apabila Anak 
Korban Ke-2 bersedia mengurus pesantren. Terdakwa dengan setengah 
memaksa membujuk Anak Korban Ke-2 berhubungan intim pada setiap pagi, 
siang dan malam yang dilakukan Terdakwa di beberapa tempat, 
mengakibatkan Anak Korban Ke-2 hamil serta melahirkan seorang anak pada 
Oktober 2019. 

c. Anak Korban Ke-3 
Pada Tahun Terdakwa mengajak Anak Korban Ke-3 ke hotel dan 

menceritakan permasalahan dengan istrinya yang tidak mau diajak 
berhubungan intim dan perihal istrinya yang tidak mau memiliki banyak 
anak. Setelah itu Terdakwa memaksa dan menyuruh Anak Korban Ke-3 
untuk menanggalkan pakaian sebelum kemudian memperkosa Anak Korban 
Ke-3 yang langsung menjerit kesakitan. Terdakwa meyakinkan Anak Korban 
Ke-3 kalau nantinya rasa sakit tersebut akan hilang. 

d. Anak Korban Ke-4 
Pada sekitar bulan April hingga Mei tahun 2018, bertempat di 

Pesantren Manarul Huda, Terdakwa memanggil Anak Korban Ke-4 dan 
meminta dipijit sebelum terdakwa melecehkan Anak Korban Ke-4. Tiga bulan 
setelahnya, pada Bulan Agustus 2018, Terdakwa mengulangi tindakannya 
tersebut, lalu mulai bercerita terkait masalah istrinya yang menolak 
berhubungan intim, membujuk Anak Korban Ke-4 untuk berhubungan 
intim, lalu memperkosa Anak Korban Ke-4. Kejadian tersebut dilakukan lagi 
oleh Terdakwa pada bulan Agustus Tahun 2019. 

Pada selang bulan November tahun 2019, Terdakwa kembali mengajak 
Anak Korban Ke-4 melakukan hubungan intim di sebuah Apartemen. Ketika 
Anak Korban Ke-4 sampai ke sana, ia bertemu dengan Anak Korban Ke-2 dan 
anak yang dilahirkan oleh Anak Korban Ke-2. Terdakwa segera menyewa satu 
kamar lagi dan mengajak Anak Korban Ke-4 berhubungan intim. Selang 
waktu Sekitar bulan Maret sampai dengan Juni tahun 2020, Terdakwa 
memperkosa Anak Korban Ke-4 hampir empat kali dalam kurun waktu 
seminggu.  

Anak Korban Ke-4 menyampaikan pada Terdakwa bahwa Anak Korban 
sedang hamil pada sekitar bulan September tahun 2020. Terdakwa 
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menjawab dengan kalimat “ya sudah, nggak apa-apa. Masa harus digugurin? 
Bapak juga tanggung jawab”. Kemudian pada bulan Desember tahun 2020, 
ketika Anak Korban Ke-4 sedang hamil 7 bulan, Terdakwa kembali mengajak 
Anak Korban berhubungan intim. Anak Korban Ke-4 melahirkan anak pada 
26 Januari 2021. 

e. Anak Korban Ke-5 
Pada Oktober 2018, Terdakwa memanggil Anak Korban ke kamarnya 

dan mengajaknya untuk mengobrol sebelum Terdakwa menarik keras kepala 
Anak Korban Ke-5 dan berusaha mencium bibir Anak Korban Ke-5. 
Terdakwa merayu Anak Korban sambil berkata “jangan takut gitu, da ngak 
ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya“. Ucapan 
Terdakwa membuat Anak Korban Ke-5 percaya sehingga Terdakwa 
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkosa korban.  

Seterusnya, Terdakwa terdakwa mengajak Anak Korban Ke-5 untuk 
berhubungan intim, dimana dalam 5 hari sekali Terdakwa melakukan 
tindakannya tersebut hingga pada tanggal 05 Mei 2021 Anak Korban hamil.  

f. Anak Korban Ke-6 
Pada bulan November 2018, Terdakwa menghampiri Anak Korban Ke-

6 yang sedang tidur di kamarnya di Yayasan Pesantren, lalu Terdakwa hampir 
melakukan penetrasi Anak Korban Ke-6. Namun tindakannya tersebut 
terhenti oleh korban yang menangis ketakutan, hingga Terdakwa menyudahi 
perbuatannya. 

Pada sekitar bulan Februari 2019 Terdakwa membangunkan dan 
mengajak Anak Korban Ke-6 untuk mengobrol tentang istrinya yang sulit 
diajak untuk berhubungan intim, lalu Terdakwa dan memperkosa korban dan 
menyudahi perbuatannya karena korban menangis, Terdakwa mengatakan 
kepada korban untuk tidak takut dengannya dan korban harus mengerti 
kondisi Terdakwa pada saat itu. Terdakwa selama kurun waktu sebulan terus 
memaksa Anak Korban Ke-6 melakukan hubungan intim, menjanjikan kalau 
akan menjadikan Anak Korban sebagai Polisi Wanita. Bahkan ketika korban 
sedang mengalami datang bulan,Terdakwa akan melakukan paksaan dan 
terus menyuruh Anak Korban untuk melayani nafsu bejat Terdakwa. 

g. Anak Korban Ke-7 
Pada tahun 2018, Terdakwa mengajak Anak Korban Ke-7 menikah, 

akan tetapi Anak Korban Ke-7 tidak menjawabnya. Terdakwa terus menerus 
mendekati Anak Korban, dimana Terdakwa berusaha melakukan interaksi 
fisik dengan memegang tangan dan memeluk Anak Korban yang selalu 
menghindar. Masih pada tahun 2018 Terdakwa berjanji menikahi Anak 
Korban serta bertanggung jawab atas kehidupan Anak Korban. Setelah 
berhasil membujuk Anak Korban Ke-7, Terdakwa terus menerus 
memperkosa korban hingga Anak Korban Ke-7 hamil pada awal bulan Juli 
tahun 2018. Informasi tersebut diketahui oleh Terdakwa yang menyatakan 
bahwa dirinya akan bertanggung jawab atas bayi tersebut dan meminta Anak 
Korban Ke-7 untuk tidak melakukan aborsi.h.  

h. Anak Korban Ke-8 
Pada tahun 2019 Terdakwa merayu Anak Korban Ke-8 untuk 

berhubungan intim di dalam kamar Terdakwa dan memperkosa korban. 
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Ke-8 melahirkan anak 
pada Mei 2021.  

i. Anak Korban Ke-9 
Pada Tahun 2019, Terdakwa menjanjikan akan membiayai pendidikan 

Anak Korban Ke-9 hingga ke jenjang kuliah dan memperkosa korban. 
Tindakan tersebut dilakukan pelaku lagi pada November tahun 2019, Januari 
dan Agustus 2020, serta Januari 2021. Kemudian pada bulan Maret tahun 
2021, Anak Korban Ke-9 menyampaikan kehamilannya kepada Terdakwa 
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yang menyuruhnya untuk tidak melakukan aborsi. Dua bulan setelahnya, 
pada Mei 2021, Terdakwa memperkosa korban yang berada dalam keadaan 
hamil. 

j. Anak Korban Ke-10 
Pada bulan Desember tahun 2019, Terdakwa memperkosa Anak 

Korban Ke-10 dan mengulanginya lagi pada tahun 2021 di bulan Januari. 
Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya psikologis kejiwaan Anak 
Korban Ke-10. 

k. Anak Korban Ke-11 
Diketahui pada tahun 2019, bertempat di dalam kamar tidurnya, 

Terdakwa memaksa, membujuk, dan merayu Anak Korban Ke-11 untuk 
melakukan hubungan intim. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak 
Korban hamil serta melahirkan seorang anak pada tanggal 30 Mei 2021. 

l. Anak Korban Ke-12 
Disebutkan dalam kesaksian bahwa sepanjang tahun 2020 Terdakwa 

sebanyak empat kali berturut-turut membujuk Anak Korban untuk 
berhubungan intim. Korban sebelumnya telah diajarkan oleh terdakwa 
bahwa “Guru Itu Salwa Zahra Atsilah Harus Taat Kepada Guru”. Perbuatan 
Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Ke-12 terganggu dalam psikologis 
kejiwaannya. 

m. Anak Korban Ke-13 
Pada tahun 2020 hingga 2021, Terdakwa berulang kali membujuk Anak 

Korban Ke-13 untuk berhubungan intim. Korban ke-13, sama seperti Anak 
Korban yang lainnya diajarkan oleh terdakwa bahwa “Guru Itu Salwa Zahra 
Atsilah Harus Taat Kepada Guru”. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak 
Korban Ke-12 terganggu dalam psikologis kejiwaannya.  

Ketiga belas korban berasal dari pesantren yang sama dan berada dalam 
lingkungan yang serupa. Pelaku menggunakan metode berupa tipu muslihat dan 
rayuan untuk melancarkan aksinya. Secara umum, manipulasi atau rayuan yang 
dilakukan dengan niat jahat tidak dapat dimaknai sebagai tindakan yang wajar atau 
dapat dibenarkan. Strategi tersebut bukan hanya menunjukkan adanya niat 
tersembunyi, tetapi juga memperlihatkan pola manipulatif yang dirancang secara 
sistematis untuk mengeksploitasi kerentanan psikologis para korban. Dari uraian 
tersebut, kemudian ditarik sejumlah garis analisis untuk membentuk suatu 
konklusi berdasarkan teori viktimologi. Dalam kajian viktimologi, derajat 
kesalahan korban dapat dikategorikan berdasarkan sejauh mana korban memiliki 
peran atau kontribusi terhadap terjadinya tindak kejahatan. Dalam kasus ini, 
berdasarkan kondisi dan modus operandi yang digunakan pelaku, korban sama 
sekali tidak dapat dianggap bersalah. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, para korban berada dalam 
lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman dan terlindungi, yakni pesantren, 
yang secara sosial dan kultural diasosiasikan dengan nilai-nilai moral dan 
kepercayaan. Kedua, pelaku menggunakan tipu muslihat dan rayuan yang bersifat 
manipulatif, sehingga korban tidak memiliki kapasitas untuk mengenali atau 
mengantisipasi ancaman tersebut secara objektif. Ketiga, tidak terdapat indikasi 
bahwa korban secara sadar atau aktif memberikan kontribusi terhadap terjadinya 
kejahatan; sebaliknya, mereka menjadi sasaran eksploitasi dalam posisi yang 
rentan. Dengan demikian, berdasarkan teori viktimologi, para korban berada dalam 
kategori innocent victim atau korban yang sepenuhnya tidak bersalah. Mereka 
mengalami penderitaan sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku, tanpa 
adanya keterlibatan atau kesalahan dari pihak mereka sendiri. 

Korban bisa saja memainkan peranan yang fungsional dalam timbulnya suatu 
tindak pidana, dengan mempertimbangkan sadar atau tidaknya korban dan secara 
langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini, diidentifikasi bahwa anak-anak 
korban Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg termasuk ke dalam Unrelated 
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victims, yaitu korban yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan pelaku, dan 
dipilih semata-mata karena berada dalam jangkauan serta dianggap sebagai 
sasaran potensial. Dalam hal ini, para korban merupakan santriwati di pesantren 
tempat pelaku mengajar, sehingga posisi mereka sebagai anak didik dimanfaatkan 
oleh pelaku untuk mendekati dan melakukan eksploitasi. Selain itu, mereka juga 
tergolong sebagai biologically weak victims karena statusnya yang masih berada di 
bawah umur, yang secara biologis dan psikologis menjadikan mereka lebih rentan 
terhadap manipulasi, tekanan, dan kekerasan seksual. 

 
Conclusion 

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia merupakan landasan hukum 
yang penting dalam menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari 
kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Perubahan regulasi melalui Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
memperkuat sanksi pidana terhadap pelaku, termasuk pemberlakuan hukuman 
kebiri kimia. Dalam kasus Herry Wirawan, pelaku memanfaatkan simbol 
keagamaan dan pendidikan untuk memanipulasi anak-anak sebagai korban 
pemerkosaan, yang berdampak serius terhadap fisik, psikologis, dan masa depan 
mereka. Tindakannya menimbulkan trauma, risiko penyakit menular, serta 
keresahan sosial yang luas, sehingga dianggap sebagai kejahatan paling serius yang 
mencela hak asasi manusia. Hukuman pidana mati, kurungan seumur hidup, 
restitusi, pengumuman identitas, kebiri kimia, serta perampasan aset pelaku 
merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dan upaya pemulihan hak-hak 
anak. Putusan ini didasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak dan KUHP, khususnya Pasal 81 Ayat (5) hingga Ayat (7) 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang diterapkan sesuai asas legalitas. 
Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan menjadi 
wujud nyata komitmen negara dalam melindungi anak dari kejahatan seksual. 

Berdasarkan teori viktimologi, anak sebagai korban kekerasan seksual memiliki 
kedudukan yang sangat rentan karena keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial yang 
melekat pada usia mereka. Anak tidak memiliki kemampuan penuh untuk 
mengenali ancaman atau membela diri dari tindakan kejahatan, terutama ketika 
pelaku adalah figur yang mereka percayai seperti pendidik. Dalam kasus Herry 
Wirawan, para korban merupakan santriwati yang berada di lingkungan pesantren, 
tempat yang seharusnya menjadi ruang aman. Pelaku memanfaatkan posisi dan 
simbol keagamaan untuk melakukan manipulasi sistematis, sehingga korban tidak 
memiliki kesalahan atau kontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Berdasarkan 
teori viktimologi, mereka termasuk dalam kategori korban yang sepenuhnya tidak 
bersalah (innocent victims). Selain itu, para korban juga dapat diklasifikasikan 
sebagai biologically weak victims dan unrelated victims, yaitu korban yang dipilih 
karena kondisi fisik yang lemah dan tidak memiliki hubungan dengan pelaku 

 
Saran 

Anak merupakan pihak yang rentan menjadi korban dalam kejahatan. 
Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak dalam rentetan hukum positif 
nasional sejalan dengan niat dan cita-cita bangsa dalam membasmi kejahatan 
terhadap kesusilaan yang senantiasa hadir di antara masyarakat. Dengan demikian 
Pengadilan Tinggi Bandung dapat menggunakan Undang-Undang Perlindungan 
anak sebagai instrumen dalam pertimbangan mereka, hingga dijatuhkannya 
Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg. 

Hendaknya kodifikasi sanksi pidana yang terkandung dalam Undang-Undang 
Perlindungan anak diterapkan semaksimal mungkin dalam upaya prefentif dan 
represif melalui adanya sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, serta melalui 
setiap sistem peradilan nasional. Selanjutnya perlu pula diadakan normalisasi bagi 
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masyarakat serta lembaga hukum yang relevan untuk melakukan edukasi kepada 
anak untuk awas serta mampu dalam mengidentifikasi bahaya kekerasan seksual 
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Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5602). 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5606). 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20l6 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 237). 


